2) Dalam rencana perjalanan dinas ke luar negeri, dijelaskan
mengenai tujuan dan kepentingan perjalanan dinas,
keterkaitan dengan sasaran dan kebijakan perusahaan,
lama perjalanan dinas, sumber pembiayaan, rencana
anggaran biaya serta informasi lain yang relevan.

3) Ketentuan butir 1) dan 2) di atas dikecualikan untuk
perjalanan dinas ke luar negeri atas perintah Pemegang
Saham.

4) Setelah melakukan perjalanan dinas ke luar negeri, dalam
jangka waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kalender

setelah pelaksanaan perjalanan dinas, Direksi atau Dewan

Komisaris wajib melaporkan pelaksanaan perjalanan dinas
kepada Pemegang Saham disertai dengan bahan atau
dokumen pendukung lain yang relevan sebagai bagian tak
terpisahkan dari laporan perjalanan dinas.

N. PELAPORAN

Pelaporan adalah cerminan dari prinsip akuntabilitas atau

pertanggungjawaban dari masing-masing Organ Perusahaan yang
penyusunan dan penyampaiannya harus sejalan dengan tugas dan
kewenangan masing-masing. Untuk itu, diperlukan kebijakan yang

mengatur proses penyampaian laporan di antara organ perusahaan.

1. Tujuan Kebijakan
Menjadi panduan dalam penyusunan dan penyampaian laporan-
laporan yang menjadi tanggung jawab Dewan Komisaris dan
Direksi.

2. Kebijakan Terkait
a. Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan
Terbatas, pasal 66, 67 dan 116.
b. Peraturan Menteri Negara BUMN No. Per-01/MBU/2011 juncto
Per-09/MBU/2012 tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan
yang Baik (Good Corporate Governance) pada BUMN, pasal
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